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- Kembali Terima WTP dalam
LKPD Tahun Anggaran 2022

SUNGAI RAYA - Pemer-
“intah Kabupaten Kubu Raya
kembali meraih predikat
Opini Wajar Tanpa Pengec-
ualian (WTP) dari Badan
Pengawas Keuangan (BPK)
Kalimantan Barat atas Lapo-
ran Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) Tahun Ang-
garan 2022. Laporan hasil
pemeriksaan diserahkan
oleh Kepala Perwakilan BPK
Kalimantan Barat Wahyu
Priyono kepada Bupati Kubu
Raya Muda Mahendrawan
pada Jumat (12/5) di Aula
Kantor BPK RI Perwakilan
Provinsi Kalimantan Barat.

Dengan demikian, untuk

kesembilankalinyaberturut-
turutPemerintah Kabupaten
KubuRayameraih opini WTP
tersebut. “Pada penyerahan
Laporan Hasil Pemeriksaan
atas LKPD Tahun 2022 dan
semua sudah dilalui pros-
esnya, dilakukan dari tahap
awal dan tahap keduainidan
hasilnya kita syukuri bahwa
kitatetapmendapatkanopini
WTP dari BPK,” ucap Bupati
Muda Mahendrawan usai
menerima hasil pemerik-
saan LKPD Tahun Anggaran
2022.

Muda menerangkan, Pe-
merintah Kabupaten Kubu
Rayamelakukanpenyusunan

- dan penyajian LKPD 2022

sesuaidengan Standar Akun-
tansi Pemerintahan (SAP)
dan kepatuhan terhadap

" undang-undang dan aturan

terkait. Terkait masalah ad-
ministrasi, kata Muda, pe-
merintah kabupaten melihat
hal-halyangharusdiperbaiki
danterusmempelajarisesuai
dengan rekomendasi BPK.
“Di sini berarti kita juga
tetap harus melihat bahwa
ada hal-hal yang mungkin
perlu diperbaiki untuk ke
depannya. Kami menyadari
kalaukamiharusterusbelajar
dan BPK telah memberikan
arahan dan bimbingan serta

* hal-halyangsifatnyamenavi-
gasi dan kita syukuri dengan

langkah itu dapat memberi- .

kan perbaikan-perbaikan,’
ungkapnya.

Kepala Perwakilan BPK

Kalimantan Barat Wahyu
Priyono mengatakan per-
masalahan yang dijumpai
oleh program di masing-
masing kabupaten tidak ma-
terial secara akuntansi dan
tidak berpengaruh langsung
terhadap laporan keuangan.
“Permasalahan itu pertama
terkait dengan pengolahan
pendapatan daerah yakni
pendapatan Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan dan

Perkotaan (PBB-P2) masih
belum tertib. Jika lebih tertib
bisa lebih optimal pemer-
intah menggali potensinya
karena ada wajib pajak yang
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
belum disesuaikan,” jelas-
nya. @

Dikesempatan yang sama,
Wahyu menambahkan, ada
belanja daerah yang belum
sepenuhnya sesuai dengan
undang-undang terutama
belanja modal pembangu-
nan gedung atau perbaikan
jalan. “Selain itu ada juga
pengelolaan asetdaerahyang
belum ‘sepenuhnya tertib,”
tutupnya. (ash)

PREDIKAT WTP: Ketua DPRD Kubu Raya, Agus Sudar-
mansyah mendampingi Bupati Kubu Raya, Muda Mahen-
drawan menerima LKPD Tahun Anggaran 2022 dengan
predikat WTP yang diserahkan langsung Kepala Perwakilan
BPK Kalimantan Barat Wahyu Priyono. 5
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